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Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan internal, 

kualitas sumber daya manusia, dan penerapan akrual basis terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Dompu.  

Desain Penelitian dan Metodologi: Pendekatan yang digunakan adalah 

kuantitatif, dengan teknik analisis regresi linear berganda yang diolah 

menggunakan SPSS versi 25. Sampel penelitian berjumlah 95 aparatur pengelola 

keuangan daerah yang dipilih melalui teknik purposive sampling, berdasarkan 

kriteria pengalaman kerja dan pemahaman terhadap sistem pelaporan keuangan 

berbasis akrual.  

Hasil dan Pembahasan: Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa 

seluruh indikator pernyataan valid (nilai korelasi Pearson > r-tabel) dan reliabel 

(Cronbach’s Alpha > 0,70). Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga 

berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan daerah, dengan kontribusi 

terbesar ditunjukkan oleh pengawasan internal dan kualitas SDM. Nilai koefisien 

determinasi (R²) sebesar 66,6% mengindikasikan bahwa model mampu 

menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan secara cukup kuat.  

Implikasi: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan aspek 

penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.   

Pendahuluan 

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dalam era reformasi birokrasi dan 

tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kualitas laporan keuangan menjadi 

tolak ukur kinerja pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. 

Pemerintah daerah dituntut menyajikan informasi keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan, 

dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya 

mencerminkan tanggung jawab pengelolaan anggaran, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan 

keputusan publik dan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Dompu, sebagai 

bagian dari entitas pemerintahan daerah di Indonesia, telah menerapkan sistem akuntansi berbasis 

akrual sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Penerapan basis akrual bertujuan meningkatkan transparansi dan 
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akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pencatatan seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah 

secara menyeluruh. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual 

masih banyak ditemukan, mulai dari aspek teknis hingga kesiapan sumber daya manusia (Irwandi et 

al., 2019). Kondisi ini berdampak pada kualitas laporan keuangan, baik dari sisi penyajian, akurasi, 

maupun kelengkapan informasi. 

Berdasarkan hasil observasi melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu telah berhasil meraih opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2022, menjadikannya 

sembilan kali berturut-turut memperoleh predikat tersebut (Tambora Post, 2023). Namun, meskipun 

capaian ini menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan keuangan daerah, hasil Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK masih mengungkapkan sejumlah temuan yang signifikan. Sebagai contoh, 

pada tahun 2020, BPK menemukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu tidak menyetorkan 

pendapatan retribusi sebesar Rp116.461.530 ke kas daerah, melainkan digunakan untuk kepentingan 

pribadi oleh oknum pejabat dan pegawai (Dompusiar, 2022). Selain itu, BPK juga menemukan indikasi 

penyalahgunaan anggaran di tiga SKPD dengan nilai temuan bervariasi dari ratusan juta hingga lebih 

dari satu miliar rupiah, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah 

(Satonda Post, 2021). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun opini WTP telah diraih, 

masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Salah satu faktor yang 

turut memengaruhi hal tersebut adalah efektivitas pengawasan internal dalam mendeteksi dan 

mencegah kesalahan atau penyimpangan pencatatan transaksi keuangan (Syahputra & Wiratmaja, 

2020). Pengawasan internal yang lemah berpotensi menimbulkan kesalahan penyajian informasi 

keuangan yang berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat. Selain pengawasan 

internal, faktor penting lainnya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang kompeten, 

khususnya di bidang keuangan dan akuntansi pemerintahan, menjadi prasyarat utama dalam 

mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas (Sari & Susanti, 2021). Rendahnya tingkat 

pemahaman aparatur terhadap standar akuntansi pemerintahan, keterbatasan pelatihan, serta beban 

kerja yang tinggi menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual secara 

optimal. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas SDM sangat penting, 

tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga untuk menjamin kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Dalam konteks penerapan basis akrual, implementasi yang tidak maksimal dapat menghambat 

tujuan reformasi akuntansi sektor publik. Penelitian oleh (Nurlis dan Yadiati, 2020) menunjukkan 

bahwa implementasi basis akrual yang baik dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan dan 

memperkuat akuntabilitas publik. Namun, keberhasilan penerapan basis akrual tidak semata 

ditentukan oleh regulasi, melainkan sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, dukungan 

teknologi, serta pemahaman para pelaksana teknis terhadap prinsip-prinsip akuntansi tersebut. Di 

beberapa daerah, termasuk Dompu, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan akrual basis, seperti 

kesulitan dalam pengakuan pendapatan dan belanja non kas, pencatatan aset tetap, serta pengarsipan 

dokumen pendukung transaksi (Rahmawati et al., 2022). Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan 

bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal 

organisasi, di antaranya pengawasan internal, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan basis 

akrual itu sendiri. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian empiris untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Dompu. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu 

akuntansi sektor publik dan memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang 

strategi peningkatan kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan. 

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami interaksi kompleks 

antara faktor struktural (pengawasan dan SDM) dan teknis (sistem akuntansi akrual) terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi perumusan 
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kebijakan peningkatan kapasitas internal pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan 

yang lebih akuntabel dan transparan di masa mendatang.  

Ulasan Literatur 

Pengawasan Internal 

Menurut (Anthony dan Govindarajan, 2018), pengawasan internal merupakan bagian dari 

sistem pengendalian manajemen yang berfungsi untuk memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai 

dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Selain itu (Ross, 2019) menjelaskan hubungan antara 

prinsipal dan agen dalam organisasi, dimana pengawasan internal berfungsi sebagai mekanisme untuk 

mengendalikan perilaku agen agar sesuai dengan kepentingan principal. Pengawasan internal menjadi 

penting dalam mencegah risiko penyimpangan dan memastikan integritas proses pengelolaan sumber 

daya (Simanjuntak, 2020). Menurut Institute of Internal Auditors (IIA, 2019), pengawasan internal 

merupakan proses yang dirancang untuk memberikan jaminan memadai terhadap pencapaian tujuan 

organisasi, termasuk efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Teori ini lebih fokus pada bagaimana pengawasan internal 

beroperasi secara praktis dalam organisasi pemerintahan. 

Dalam konteks pemerintahan daerah, (COSO Framework, 2018) digunakan sebagai model 

pengawasan internal yang mencakup lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian 

risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penerapan pengawasan 

internal berdasarkan COSO Framework membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan 

mengurangi kesalahan dan kecurangan. Pengawasan internal dapat diukur melalui indikator seperti 

efektivitas pengendalian aktivitas, keberlangsungan pemantauan pengawasan, kepatuhan terhadap 

prosedur, serta kemampuan mendeteksi dan mencegah kesalahan atau penyimpangan dalam proses 

pengelolaan keuangan (IIA, 2019; COSO, 2018). Indikator ini penting karena mencerminkan 

kemampuan organisasi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. 

 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Teori Resource-Based View (RBV) oleh (Barney, 2018) menyatakan bahwa sumber daya 

manusia adalah aset strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif melalui pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan mereka. Sedangkan, menurut (Armstrong, 2018), kualitas SDM 

ditentukan oleh dimensi seperti kompetensi, motivasi, dan keterlibatan karyawan dalam tugas yang 

diembannya. Dalam konteks pemerintahan daerah, SDM yang kompeten dan bermotivasi tinggi akan 

mendorong efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Penerapan manajemen SDM dalam 

sektor publik menggunakan model Kompetensi Kerja (Manajemen Kompetensi) yang menekankan 

pengembangan kapasitas, pelatihan, dan evaluasi kinerja pegawai (Nasution, 2020). Model ini 

memberikan pedoman praktis untuk meningkatkan kualitas SDM agar mendukung penyusunan 

laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Indikator kualitas SDM meliputi tingkat 

pendidikan dan pelatihan yang diikuti, pengalaman kerja, kemampuan teknis dalam pengelolaan 

keuangan, serta disiplin dan motivasi kerja pegawai (Armstrong, 2018; Nasution, 2020). Pengukuran 

indikator ini penting untuk memastikan SDM mampu melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan 

keuangan dengan baik. 

 

Penerapan Akrual Basis 

Teori akuntansi modern menegaskan pentingnya penggunaan basis akrual sebagai standar 

pelaporan keuangan yang dapat memberikan informasi lebih lengkap dan transparan dibanding basis 

kas (Scott, 2019). Basis akrual mencatat pendapatan dan beban pada saat terjadinya, bukan saat kas 

diterima atau dibayarkan. Menurut International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Board 

(2018), penerapan basis akrual dalam sektor publik meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan 

memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai aset, kewajiban, dan kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Dalam implementasinya, penerapan basis akrual mengacu pada standar akuntansi 
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pemerintahan (SAP) yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi keuangan 

secara akrual (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, direvisi 2018). Hal ini memberikan pedoman 

operasional yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual. 

Indikator  akrual basis mencakup pelaksanaan pencatatan transaksi secara akrual, pengakuan aset dan 

kewajiban secara tepat waktu, penyusunan laporan keuangan yang komprehensif dan konsisten, serta 

penggunaan sistem informasi akuntansi yang mendukung akrual (IPSAS Board, 2018; Pemerintah 

Indonesia, 2018). Indikator ini membantu mengukur tingkat kepatuhan dan keberhasilan pemerintah 

daerah dalam mengimplementasikan standar akuntansi akrual. 

 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Teori Informasi Akuntansi (Accounting Information Theory) oleh (Scott, 2019) menyatakan 

bahwa kualitas laporan keuangan mencerminkan relevansi, reliabilitas, dan kelengkapan informasi 

yang disajikan. (Halim, 2019). Menurut (Arens et al. 2019), kualitas laporan keuangan meliputi aspek 

relevansi, keandalan, pemahaman, dan keterbandingan informasi yang disajikan. Dalam konteks 

pemerintahan daerah, kualitas laporan keuangan merupakan refleksi dari akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan dana publik. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, seperti 

SAP dan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (SAKPD), menjadi pedoman utama dalam 

penyusunan laporan keuangan yang berkualitas (BPK RI, 2020). Kepatuhan terhadap standar ini 

diharapkan menghasilkan laporan yang dapat diandalkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi. Indikator kualitas laporan keuangan mencakup keakuratan data, kelengkapan informasi, 

penyajian tepat waktu, konsistensi penerapan standar akuntansi, serta transparansi dan keterbukaan 

informasi kepada publik (Arens et al., 2019; BPK RI, 2020). Indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas 

pengelolaan keuangan dan pelaporan pemerintah daerah. 

Desain Penelitian dan Metodologi 

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kuantitatif dan desain survei eksplanatori untuk 

menguji pengaruh pengawasan internal, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan basis akrual 

terhadap kualitas laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, Nusa 

Tenggara Barat. Tujuan utamanya adalah menganalisis hubungan antar variabel secara statistik dan 

menguji hipotesis secara objektif. Populasi penelitian mencakup 110 aparatur pengelola keuangan di 

seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk bendahara, pejabat penatausahaan keuangan, 

kepala sub bagian keuangan, dan staf akuntansi. Dari populasi tersebut, sampel sebanyak 95 responden 

dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria telah bekerja minimal satu tahun dan 

memahami praktik pelaporan berbasis akrual. 

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara: data primer diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner tertutup yang menggunakan Skala Likert 1-5 untuk mengukur persepsi responden terhadap 

setiap variabel, sementara data sekunder berupa dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2023 digunakan untuk mendukung konteks 

penelitian. Data kuantitatif yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan program SPSS versi 25. 

Proses analisis diawali dengan uji kualitas instrumen, yaitu uji validitas (korelasi Pearson) dan uji 

reliabilitas (Cronbach's Alpha). Setelah instrumen terbukti valid dan reliabel, dilanjutkan dengan uji 

asumsi klasik yang meliputi uji normalitas (Shapiro-Wilk), uji multikolinearitas (VIF dan Tolerance), 

serta uji heteroskedastisitas (Uji Glejser). Tahap akhir adalah analisis regresi linear berganda untuk 

menguji hipotesis, yang mencakup uji signifikansi parsial (Uji t), uji signifikansi simultan (Uji F), dan 

pengukuran kekuatan model melalui koefisien determinasi (R²). 
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Hasil dan Pembahasan 

Hasil 
Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Dompu, dengan fokus pada sistem 

pengelolaan dan pelaporan keuangannya. Sebagai entitas pemerintahan daerah di Indonesia, 

Pemerintah Kabupaten Dompu bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis 

akrual. Penelitian ini mencakup berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Dompu, di mana para aparatur pengelola keuangan yang terdiri dari 

bendahara, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), kepala sub bagian keuangan, dan staf akuntansi 

menjadi unit analisis utama. Oleh karena itu, objek penelitian tidak hanya terbatas pada dokumen dan 

laporan, tetapi juga mencakup proses, praktik, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam siklus 

akuntansi dan pelaporan keuangan di wilayah tersebut. 
 

Tabel 1. Uji Validitas 
Variabel Indikator Korelasi Pearson 

Pengawasan Internal  
(X1) 

X1_1 0.975 
X1_2 0.971 
X1_3 0.982 
X1_4 0.962 
X1_5 0.968 

Kualitas SDM  
(X2) 

X2_1 0.957 
X2_2 0.959 
X2_3 0.957 
X2_4 0.959 
X2_5 0.955 

Penerapan Akrual Basis 
(X3) 

X2_1 0.958 
X2_2 0.970 
X2_3 0.951 
X2_4 0.943 
X2_5 0.956 

Kualitas Laporan Keuangan  
(Y) 

Y1 0.965 
Y2 0.979 
Y3 0.954 
Y4 0.953 
Y5 0.969 

Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025 

Tabel 1 menunjukkan hasil uji validitas untuk seluruh item pernyataan dalam angket 

penelitian. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson, dengan jumlah responden sebanyak 

95 orang sehingga nilai r tabel yang digunakan sebagai acuan adalah sebesar 0,202 pada taraf 

signifikansi 5% (α = 0,05) dua arah dan derajat bebas (df = 93). Seluruh nilai korelasi Pearson untuk 

item pada keempat variabel berada di atas 0,90, yang berarti jauh melebihi batas minimum r tabel 

tersebut. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada variabel Pengawasan Internal 

(X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), Penerapan Akrual Basis (X3), dan Kualitas Laporan 

Keuangan (Y) adalah valid dan layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini. Validitas yang tinggi ini juga menunjukkan bahwa item-item tersebut mampu mengukur 

konstruk variabel yang dimaksud secara akurat dan konsisten. 

 

Tabel 2. Hasil uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

Pengawasan Internal  0.994 Reliabel 
Kualitas Sumber Daya Manusia 0.991 Reliabel 
Penerapan Akrual Basis 0.991 Reliabel 
Kualitas Laporan Keuangan 0.992 Reliabel 

Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025 

Tabel 2 menunjukkan hasil uji reliabilitas terhadap instrumen angket yang digunakan dalam 

penelitian. Hasil pengujian menggunakan metode Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa keempat 
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variabel dalam penelitian ini memiliki nilai alpha di atas 0,70, yaitu antara 0,991 hingga 0,994. Nilai 

tersebut menandakan bahwa setiap variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi. 

Menurut (Hair et al. 2017), nilai Cronbach’s Alpha yang baik adalah di atas 0,70. Apabila nilai 

berada di atas 0,90, maka instrumen dinyatakan sangat reliabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa semua instrumen angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel dan layak 

digunakan untuk pengumpulan data lebih lanjut. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 
Variabel Sig. (Shapiro-Wilk) Keterangan 

Pengawasan Internal  0.327 Normal 
Kualitas SDM  0.114 Normal 
Penerapan Akrual Basis  0.354 Normal 
Kualitas Laporan Keuangan 0.391 Normal 

Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025 

Berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk yang ditampilkan pada Tabel 3, seluruh variabel memiliki 

nilai signifikansi di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data untuk variabel Pengawasan 

Internal (X1), Kualitas SDM (X2), Penerapan Akrual Basis (X3), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) 

adalah normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, sehingga 

data layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda pada tahap selanjutnya. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Pengawasan Internal  0.960 1.041 Tidak terjadi multikolinearitas 
Kualitas SDM  0.962 1.040 Tidak terjadi multikolinearitas 
Penerapan Akrual Basis  0.984 1.017 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4, seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 

0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas di antara 

variabel Pengawasan Internal (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), dan Penerapan Akrual Basis 

(X3) dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi 

layak digunakan karena memenuhi asumsi tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. 

 

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas 
Variabel B Std. Error t Sig. Keterangan 

Pengawasan Internal -0.044 0.036 -1.208 0.230 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Kualitas SDM 0.003 0.036 0.089 0.929 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Penerapan Akrual Basis 0.059 0.039 1.524 0.131 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025 

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 5, seluruh variabel independen memiliki nilai 

signifikansi di atas 0,05. Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan antara nilai absolut residual 

dengan masing-masing variabel bebas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga model memenuhi salah satu asumsi klasik 

dan layak untuk digunakan dalam pengujian regresi lebih lanjut. 

 

Tabel 6. Hasil Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.816 0.666 0.655 1.89090 

 Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025 

Tabel 7. Hasil Uji F 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 647.851 3 215.950 60.397 
Residual 325.370 91 3.575 

 

Total 973.221 94 
  

         Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025 

Pada tabel 6, secara keseluruhan model regresi ini memiliki kemampuan yang baik untuk 

menjelaskan kualitas laporan keuangan. Sisanya, yaitu sebesar 33,4% (100% - 66,6%), dijelaskan oleh 
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variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, secara simultan, ketiga variabel 

independen yaitu Pengawasan Internal (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), dan Penerapan 

Akrual Basis (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(Y). Dengan demikian, model regresi yang dibangun dinyatakan layak digunakan untuk menjelaskan 

hubungan antar variabel. 
 

Tabel 8. Hasil Uji T 
Variabel B Std. Error Beta t Sig. Keterangan 

(Konstanta) -1.158 1.512 – -0.766 0.446 Tidak signifikan 
Pengawasan Internal 0.512 0.060 0.524 8.469 0.000 Signifikan 
Kualitas SDM  0.472 0.061 0.481 7.784 0.000 Signifikan 
Penerapan Akrual Basis 0.280 0.065 0.263 4.308 0.000 Signifikan 

   Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 8, seluruh variabel independen memiliki nilai p-value (Sig.) 

< 0,05. Hal ini berarti bahwa: 

▪ Pengawasan Internal (X1) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
▪ Kualitas SDM (X2) juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
▪ Penerapan Akrual Basis (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

daerah. 

Pembahasan 

Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, diketahui bahwa variabel Pengawasan Internal (X1) 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000, yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Nilai t-

hitung sebesar 8.469 juga jauh melebihi t-tabel pada df = 91, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh X1 terhadap Y signifikan secara statistik. Dengan demikian, Pengawasan Internal secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Darmawan, 2021) yang 

menyimpulkan bahwa pengawasan internal berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan 

akurasi pelaporan keuangan daerah. Demikian pula, (Ningsih et al. 2020) menemukan bahwa sistem 

pengawasan internal yang kuat mampu mencegah penyimpangan keuangan dan memperbaiki 

kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks Kabupaten Dompu, hal ini 

memperkuat dugaan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kontrol dan audit 

internal yang dijalankan secara konsisten. Faktor utama yang mempengaruhi hasil ini dapat dilihat 

dari tingkat kepatuhan dan kedisiplinan OPD dalam menerapkan sistem pengawasan, termasuk fungsi 

audit internal, pengendalian prosedur pencatatan transaksi, serta evaluasi berkala terhadap kinerja 

pengelolaan anggaran. Berdasarkan hasil angket, sebagian besar responden menyatakan bahwa 

pengawasan internal telah berjalan cukup sistematis dan terkoordinasi melalui SOP serta adanya peran 

aktif dari Inspektorat Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem 

pengawasan internal yang diterapkan oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula kualitas 

laporan keuangan yang dihasilkan. Pengawasan internal yang efektif menjadi fondasi penting dalam 

mendukung akuntabilitas publik dan menciptakan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan 

daerah. 

 

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 9, variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0.000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Nilai t-hitung sebesar 7.784 

menunjukkan bahwa X2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini diperkuat oleh penelitian (Hidayah & Supriyono, 

2021) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik, terutama dalam pemahaman 

akuntansi dan regulasi pemerintah, memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan penyusunan 
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laporan keuangan yang akurat dan andal. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Permata dan Sulastri, 

2020) yang menemukan bahwa aparatur yang kompeten dan terlatih memiliki kecenderungan untuk 

menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas informasi yang lebih tinggi, baik dalam hal relevansi, 

keandalan, maupun kepatuhan terhadap standar. 

Faktor-faktor yang mendukung hasil ini mencakup tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan 

pelatihan teknis yang diterima oleh aparatur pengelola keuangan di OPD Kabupaten Dompu. 

Berdasarkan hasil penyebaran angket, sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan 

di bidang akuntansi atau manajemen, serta telah mengikuti pelatihan sistem akuntansi pemerintah. 

Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi teknis mereka cukup memadai untuk menyusun laporan 

keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan kualitas SDM, baik melalui pendidikan formal maupun 

pengembangan kompetensi berkelanjutan, sangat penting dalam rangka mendorong akuntabilitas dan 

transparansi pelaporan keuangan daerah. SDM yang kompeten akan mampu menjalankan fungsi 

akuntansi secara sistematis dan sesuai regulasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas 

laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah. 

 

Pengaruh Penerapan Akrual Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 

Hasil uji t yang ditunjukkan pada Tabel 9 memperlihatkan bahwa variabel Penerapan Akrual 

Basis (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Nilai t-

hitung sebesar 4.308 juga menunjukkan bahwa X3 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. 

Dengan demikian, secara parsial dapat disimpulkan bahwa Penerapan Akrual Basis berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan ini konsisten 

dengan hasil penelitian (Rahayu dan Suranta, 2020) yang menyatakan bahwa penerapan basis akrual 

dalam akuntansi pemerintahan mampu meningkatkan transparansi, relevansi, dan integritas laporan 

keuangan publik. Selain itu, studi oleh (Mustakim et al. 2021) juga menunjukkan bahwa implementasi 

akrual basis secara tepat memungkinkan pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan yang 

lebih komprehensif dan mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. 

Faktor yang turut memengaruhi hasil ini antara lain adalah sejauh mana pemahaman dan 

kesiapan aparatur dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Hasil angket menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden telah terbiasa menggunakan basis akrual dalam pencatatan dan 

pelaporan keuangan, meskipun beberapa masih menghadapi tantangan teknis seperti keterbatasan 

sistem dan integrasi data aset. Namun, secara umum, penerapan akrual basis telah berjalan dengan 

cukup baik di lingkungan OPD Kabupaten Dompu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan akrual basis memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan 

keuangan. Basis akrual memungkinkan pencatatan transaksi keuangan yang lebih realistis, sehingga 

laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat, dapat dipercaya, dan relevan untuk 

pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. 

 

Pengaruh Pengawasan Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Akrual Basis secara 

Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 

Pengawasan internal, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan akrual basis secara 

simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Dompu. Hasil uji F yang ditampilkan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0.000, 

yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Nilai F-hitung sebesar 60.397 dan R Square sebesar 

0.666 menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan dan layak digunakan. Hal ini berarti bahwa 

pengawasan internal (X1), kualitas sumber daya manusia (X2), dan penerapan akrual basis (X3) secara 

bersama-sama memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

daerah (Y). Secara statistik, 66,6% variasi dalam kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh ketiga 

variabel independen tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan 

dalam model. 
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Temuan ini didukung oleh penelitian terdahulu, seperti studi oleh (Pratiwi dan Lestari, 2021) 

yang menunjukkan bahwa kombinasi pengawasan yang memadai, SDM yang kompeten, dan sistem 

akuntansi berbasis akrual mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. (Sari dan Hidayat, 

2022) juga menemukan bahwa faktor-faktor internal seperti sistem kontrol dan kualitas tenaga 

keuangan memiliki kontribusi besar terhadap keterandalan informasi laporan keuangan sektor publik. 

Faktor-faktor yang memperkuat pengaruh simultan ini dalam konteks Kabupaten Dompu antara lain 

adalah adanya kebijakan pengawasan internal yang aktif, SDM bidang keuangan yang telah mengikuti 

pelatihan teknis, serta penerapan akrual basis yang cukup merata di seluruh OPD. Kolaborasi antara 

ketiga aspek tersebut membentuk sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan 

akuntabel. Dengan demikian, hasil analisis mendukung hipotesis H1, yaitu bahwa pengawasan 

internal, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan akrual basis secara simultan berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. 

Penemuan ini menegaskan pentingnya pendekatan sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah 

untuk menghasilkan laporan yang andal dan sesuai standar pemerintahan berbasis akrual. 

Kesimpulan 

Pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Semakin baik mekanisme pengawasan internal yang dijalankan oleh OPD, maka 

semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kualitas sumber daya manusia 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. SDM yang 

kompeten, memahami sistem akuntansi berbasis akrual, dan memiliki pengalaman kerja yang cukup 

mampu meningkatkan keandalan dan akurasi laporan keuangan. Penerapan akrual basis juga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Implementasi 

akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan standar pemerintah mendukung penyajian informasi 

keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan relevan. Secara simultan, ketiga variabel independen 

(pengawasan internal, kualitas SDM, dan penerapan akrual basis) berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan. Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan, 

dengan R² sebesar 0,666, yang berarti bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan 66,6% variasi dari 

kualitas laporan keuangan daerah. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu perlu terus memperkuat fungsi pengawasan internal, 

tidak hanya sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai mekanisme evaluatif terhadap 

pelaksanaan kebijakan keuangan. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang keuangan 

perlu menjadi prioritas, melalui pelatihan teknis, workshop akuntansi berbasis akrual, dan pembinaan 

berkelanjutan agar staf keuangan mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip 

pelaporan yang baik. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi 

akrual basis agar tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari 

budaya kerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian lanjutan dapat menambahkan variabel 

lain seperti penggunaan teknologi informasi, transparansi anggaran, atau peran auditor internal, guna 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah.
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